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iksekp.v16il.19898 an pollution prevention guna mendukung keberlanjutan operasional dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris melalui studi dokumen terhadap
standar dan regulasi terkait (IMO MSC.1/Circ.1592, regulasi BKI, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut), wawancara mendalam dengan enam pemangku kepentingan kunci, serta Focus Group
Discussion dengan pakar kelautan dan perikanan. Hasil penelitian menghasilkan Rancangan Peraturan Menteri
sebagai lex specialis yang mengharmonisasikan standar internasional dengan kebutuhan nasional, mencakup risk-
based safety assessment, kepatuhan lingkungan, prosedur sertifikasi, serta pembagian kewenangan institusional.
Secara operasional, WIG craft menawarkan kecepatan patroli 150-250 knot (5-7 kali lebih cepat dibanding
kapal patroli konvensional), efisiensi bahan bakar 30-40% lebih baik, dan potensi pengurangan emisi CO,
yang signifikan, sehingga berpotensi menjadi terobosan strategis dalam pengawasan illegal fishing, percepatan
konektivitas wilayah terpencil, peningkatan distribusi hasil perikanan, serta penguatan ekonomi masyarakat

pesisir di wilayah 3T.

Kata Kunci: safery management; pollution prevention; wing-in-ground craft; pengawasan perikanan;
maritime surveillance; wilayah terpencil (3T); konektivitas maritim

ABSTRACT

Fisheries surveillance in Indonesia’ remote, outermost, and border areas (3T) continues to face substantial challenges
stemming from vast maritime coverage, the limited capability of conventional patrol vessels, high operational costs,
slow response times, and persistent illegal fishing that adversely affects coastal communities, compounded by gaps in
maritime surveillance technology and regulatory frameworks for innovative transport solutions. This study aims to
design a policy framework for implementing Wing-in-Ground (WIG) craft as an effective and efficient alternative
for fisheries surveillance, with an emphasis on integrating safety management and pollution prevention to support
sustainable operations and coastal community empowerment. Using a normative-empirical qualitative approach, the
research draws on document analysis of relevant international and national regulations (IMO MSC.1/Circ.1592, BKI
rules, and Directorate General of Sea Transportation circulars), in-depth interviews with six key stakebolders, and
Focus Group Discussions with marine and fisheries experts. The findings result in a draft Ministerial Regulation as a lex
specialis that barmonizes international standards with national requirements, encompassing risk-based safety assessment,
environmental compliance, certification mechanisms, and institutional authority arrangements. Operationally, WIG
craft offer patrol speeds of 150-250 knots approximately 5=7 times faster than conventional patrol vessels 30-40%
higher fuel efficiency, and significant reductions in CO, emissions, indicating strong potential as a transformative
solution for combating illegal fishing, improving connectivity to remote regions, strengthening fisheries distribution, and
enhancing the economic resilience of coastal communities in Indonesia’s 3T areas.

Keywords: safety management; pollution prevention; Wing-in-Ground craft; fisheries surveillance; maritime
surveillance; remote areas (3T); maritime connectivity
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PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar
di dunia dengan 17.504 pulau dan garis pantai
sepanjang  99.093 km menghadapi tantangan
multidimensi dalam pengelolaan, pengawasan, dan
pengamanan sumber daya kelautan dan perikanan.
Ancaman llegal, Unreported, and Unregulated (IUU)
fishing masih menjadi isu utama yang menyebabkan
kerugian ekonomi negara hingga miliaran dolar per
tahun, sekaligus mengancam keberlanjutan stok
ikan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Luas
wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia
yang mencapai sekitar 5,8 juta km? menjadikan
pengawasan berbasis laut semata tidak lagi memadai,
terutama ketika penegakan hukum menuntut
kecepatan, jangkauan luas, serta ketepatan respons
operasional.

Kapasitas pengawasan dan keamanan laut
nasional hingga saat ini masih sangat bergantung
pada armada kapal patroli konvensional dengan
kecepatan rata-rata 25-35 knot, yang relatif terbatas
untuk rapid response di wilayah perbatasan dan
laut lepas. Keterbatasan ini menjadikan wilayah
Terpencil, Terluar, dan Tertinggal (3T) sebagai blind
spot pengawasan, schingga rentan terhadap aktivitas
kapal ikan asing ilegal dan pelanggaran batas
wilayah. Dampaknya tidak hanya bersifat ekologis,
tetapi juga sosial-ekonomi, tercermin dari tingginya
tingkat kemiskinan masyarakat pesisir, rendahnya
perlindungan sumber daya perikanan, serta
terbatasnya akses antarwilayah akibat minimnya
konektivitas transportasi dan logistik.

Geografis  Indonesia  yang  bercirikan
kepulauan luas dan terfragmentasi, pengawasan udara
merupakan komponen strategis dalam membangun
maritime domain awareness yang efektif dan efisien.
Pengawasan udara memungkinkan deteksi dini,
perluasan jangkauan pemantauan, serta percepatan
pengambilan keputusan operasional yang tidak
dapat sepenuhnya dicapai oleh platform laut.
Namun, implementasi fungsi pengawasan udara di
sektor kelautan dan perikanan masih menghadapi
keterbatasan signifikan, baik dari sisi ketersediaan
armada, biaya operasional yang tinggi, integrasi
sistem pengawasan, maupun risiko keselamatan
penerbangan. Kecelakaan pesawat pengawasan udara
Kementerian Kelautan dan Perikanan (PK-THT)
yang terjadi dalam waktu relatif dekat menjadi
pengingat penting bahwa penguatan pengawasan
udara tidak hanya berkaitan dengan penambahan
armada, tetapi juga memerlukan kerangka safety
management yang matang, berbasis risiko, dan
didukung regulasi yang jelas serta konsisten.
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Di sisi lain, tantangan pengawasan kelautan
Indonesia tidak terlepas dari persoalan konektivitas
antarwilayah  terpencil. ~ Keterbatasan ~ moda
transportasi yang cepat dan efisien memperlambat
distribusi hasil perikanan, meningkatkan biaya
logistik, dan menghambat integrasi ekonomi
wilayah 3T. Dalam konteks ini, pengembangan
dan implementasi Wing-In-Ground (WIG) craft
memiliki potensi strategis untuk mempercepat
konektivitas  antarpulau, mengurangi  waktu
tempuh, serta menambah alternatif transportasi
maritim yang sesuai dengan karakteristik negara
kepulauan seperti Indonesia (Sun er al., 2024).
WIG craft , yang beroperasi dengan memanfaatkan
fenomena aerodinamika ground effect, menawarkan
kombinasi kecepatan tinggi, efisiensi bahan
bakar, dan jangkauan operasional yang relevan
baik untuk fungsi pengawasan perikanan maupun

dukungan logistik dan konektivitas wilayah
terpencil.
Meskipun  demikian,  berbagai  kajian

menegaskan bahwa keberhasilan implementasi WIG
craft sangat bergantung pada ketersediaan kerangka
regulasi yang jelas dan terstandarisasi untuk
menjamin keselamatan, perlindungan lingkungan,
serta kepastian hukum bagi operator dan pemangku
kepentingan terkait (Olaniyi ez al., 2024). Tanpa
kerangka kebijakan yang memadai, pemanfaatan
WIG craft  berisiko menimbulkan sengketa
yuridis, inkonsistensi teknis, serta tantangan serius
dalam sertifikasi dan pengawasan operasional
(Karpuk, 2024). Oleh karena itu, perumusan
peraturan nasional yang harmonis dengan norma
internasional  menjadi  kebutuhan  mendesak,
terutama dalam konteks negara berkembang
dengan karakteristik maritim kompleks seperti
Indonesia (Graham, 2022).

Secara  internasional,  sejumlah  studi
menunjukkan kemajuan signifikan dalam desain
aerodinamis, keselamatan operasional, dan efisiensi
bahan bakar WIG craft , sehingga menarik
perhatian regulator dan pelaku industri transportasi
(Park et al., 2025). International Maritime
Organization (IMO) telah mengeluarkan berbagai
pedoman dan diskursus mengenai status hukum
dan keselamatan perangkat sejenis, sementara
studi kasus di beberapa negara mengidentifikasi
tantangan dalam aspek klasifikasi, sertifikasi, dan
penentuan rezim hukum antara moda laut dan
udara (Maza & Argiielles, 2022). Namun, di tingkat
nasional, literatur mengenai kesiapan regulasi dan
kapabilitas institusi pengawas masih terbatas dan
terfragmentasi, khususnya dalam konteks negara

berkembang (Choi et al., 2022b).
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Penelitian empiris  terdahulu  cenderung
berfokus pada aspek teknis dan performa WIG craft
, seperti stabilitas, efisiensi energi, dan karakteristik
acrodinamika (Bolbot et al., 2025). Kajian yang
memadukan analisis kebijakan, harmonisasi regulasi
internasional, serta desain peraturan nasional
yang operasional masih relatif sedikit (Plank ez
al., 2022). Idealnya, penerapan WIG craft di
Indonesia didukung oleh kerangka hukum nasional
yang selaras dengan ketentuan internasional,
standar  klasifikasi teknis, serta mekanisme
pengawasan operasional yang jelas dan terkoordinasi
(Wang et al., 2022). Namun dalam praktiknya,
masih terdapat kekosongan regulasi nasional yang
komprehensif, ketidaksesuaian antara pedoman
internasional dan praktik administrasi nasional,
serta keterbatasan kapasitas lembaga terkait dalam
hal sertifikasi dan pengawasan (Malmquist &
Munim, 2025). Selain itu, belum terdapat sintesis
kebijakan yang secara eksplisit mengintegrasikan
perspektif  Direktorat  Jenderal = Perhubungan
Laut, Biro Klasifikasi Indonesia, dan rekomendasi
IMO ke dalam satu rancangan peraturan operasional
yang utuh (Freitas et al, 2025). Kondisi ini
menciptakan ketidakpastian bagi investor dan
operator, serta meningkatkan potensi risiko
keselamatan dan dampak lingkungan (Nakashima ez
al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
merancang  kerangka kebijakan  implementasi
WIG craft sebagai bagian dari strategi pengawasan
kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien,
dengan penekanan pada penguatan safety management
dan pollution prevention sebagai prasyarat utama
bagi keberlanjutan operasional, efektivitas sistem
pengawasan

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif dengan jenis normatif-empiris.
Data dikumpulkan melalui studi dokumen regulasi
internasional dan nasional, wawancara semi-
terstruktur dengan enam pemangku kepentingan
kunci (Dirjen Hubla, BKI, dan KKP), serta Focus
Group Discussion dengan 12 pakar keselamatan
maritim, perikanan, dan lingkungan. Analisis
data dilakukan menggunakan content analysis,
comparative analysis, dan thematic analysis dengan
validasi melalui triangulasi sumber dan expert
review.

Mengingat penelitian ini menggunakan
pendekatan  kualitatif dengan metode multi-
stakeholder consultations, maka aspek

trustworthiness menjadi elemen krusial untuk
memastikan credibility dan transferability temuan.
Ahmed (2024) mengidentifikasi empat pilar
keabsahan dan keterpercayaan dalam penelitian
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kualitatif: (1) Credibility, =~ memastikan bahwa
temuan secara akurat merepresentasikan perspektif
partisipan; (2) Transferability, memastikan bahwa
konteks penelitian dijelaskan secara cukup sehingga
pembaca dapat menilai penerapannya pada kasus
lain; (3) Dependability, memastikan konsistensi
proses penelitian melalui audit trail yang jelas;
serta  (4) Confirmability, memastikan bahwa
interpretasi berbasis data, bukan bias peneliti.

Dalam penelitian ini, credibility dijaga
melalui triangulasi sumber (regulasi, wawancara,
FGD), member checking (validasi temuan oleh
partisipan), dan prolonged engagement (interaksi
berulang dengan key stakeholders selama 8 bulan).
Transferability dijaga melalui deskripsi mendalam
dan secara rinci terhadap konteks operasional
perikanan Indonesia, karakteristik wilayah 3T, dan
landscape regulasi yang ada. Dependability dijaga
melalui systematic documentation terhadap seluruh
tahapan penelitian, dari protocol development
hingga data analysis. Confirmability dijaga melalui
Praktik refleksivitas (reflexivity practices) dan audit
eksternal oleh pakar independen perlu diterapkan
sebagai mekanisme pengendalian mutu dan
akuntabilitas kebijakan

Ayre & McCaffery (2022) dalam catatan
penelitian tentang tematik analisis menekankan
pentingnya Proses pengodean yang transparan
dan reliabilitas antar-koder diterapkan untuk
memastikan rigor penelitian. Dalam penelitian
ini, Analisis tematik dilakukan secara iteratif
dengan melibatkan dua pengode independen, yang
menghasilkan tingkat kesepakatan antar-pengode
sebesar 89% dan menunjukkan reliabilitas yang
tinggi. Tema-tema yang teridentifikasi keunggulan
operasional,  kesenjangan  regulasi, imperatif
keselamatan,  keberlanjutan  lingkungan, dan
pemberdayaan sosial ekonomi selanjutnya divalidasi
melalui penelaahan panel ahli yang melibatkan tujuh
pakar lintas disiplin, meliputi keselamatan maritim,
pengelolaan perikanan, hukum lingkungan, dan

kebijakan teknologi.

Potensi WIG craft untuk Pengawasan Perikanan

Hasil analisis menunjukkan bahwa WIG
craft memiliki keunggulan signifikan dibanding
kapal patroli konvensional yang dapat menjadi
solusi transformatif bagi pengawasan perikanan
Indonesia. WIG craft mampu beroperasi pada
kecepatan 150-250 knot dengan jangkauan patroli
harian hingga 2.000-3.000 NM, sementara kapal
patroli konvensional hanya mencapai 400-600 NM
per hari dengan kecepatan maksimal 25-35 knot.
Keunggulan ini sejalan dengan temuan Karpuk
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(2024) yang menegaskan bahwa ground-effect vehicle
memiliki efisiensi aerodinamis superior dalam
operasi jarak menengah hingga jauh, terutama
untuk misi yang memerlukan rapid response.

Analisis performa hidrodinamis menunjukkan
bahwa WIG craft  memanfaatkan fenomena
ground effect yang menghasilkan gaya angkat
hingga 40-60% lebih tinggi dibanding operasi
normal, sekaligus mengurangi drag sebesar
25-35% (Pereowei & Hu, 2023). Karakteristik ini
memungkinkan respons cepat terhadap aktivitas
IUU fishing, terutama di wilayah ZEE berisiko
tinggi seperti perairan Natuna, Laut Sulawesi,
dan Selat Malaka. Lebih lanjut, Park ez al.
(2025) mengembangkan algoritma fuel-efficient
pathfinding khusus untuk WIG craft generasi baru
yang membuktikan bahwa optimalisasi rute patroli
dapat meningkatkan efektivitas surveillance hingga
35% dengan tetap menjaga konsumsi bahan bakar
yang minimal.

Dalam konteks operasional, WIG craft
menawarkan fleksibilitas ~strategis yang tidak
dimiliki kapal patroli konvensional maupun pesawat
maritime patrol. Sun et al. (2024) mengidentifikasi
bahwa high-speed ground effect vehicle memiliki
potensi besar dalam maritime transportation karena
kemampuannya beroperasi pada kondisi laut dengan
ketinggian gelombang hingga 2,5 meter sambil
mempertahankan stabilitas dan efisiensi tinggi.
Temuan ini sangat relevan dengan kondisi perairan
Indonesia yang dinamis, di mana kapal patroli
konvensional seringkali terhambat oleh cuaca buruk

dan gelombang tinggi.

Aspek keunggulan operasional WIG craft
juga terlihat dari kemampuannya melakukan
manuver yang lebih adaptif. Wang et al. (2022)
melalui simulasi berbasis moving wavy ground
test membuktikan bahwa WIG craft — mampu
mempertahankan kontrol longitudinal yang stabil
bahkan pada kondisi laut bergelombang, suatu
tantangan yang sering menghambat operasi kapal
cepat konvensional. Lebih jauh, Mo et al. (2024)
menunjukkan  bahwa  wing-in-ground effect
oscillating hydrofoil dapat dioptimalkan untuk
ekstraksi energi kinetik dari gelombang laut,
membuka peluang untuk pengembangan WIG craft
hibrida yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Dari  perspektif pengawasan perikanan,
kecepatan tinggi WIG craft  memungkinkan
peningkatan dramatik dalam coverage area dan
response time. Berdasarkan perhitungan operasional,
satu unit WIG craft dapat menggantikan peran 5-7
kapal patroli konvensional dalam hal jangkauan
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wilayah per hari. Hal ini sejalan dengan prinsip
efhiciency-driven maritime operations yang diajukan
Godet ez al. (2023), yang menekankan pentingnya
benchmarking operational cycles untuk meningkatkan
ship energy efficiency. Dalam konteks ini, WIG craft
tidak hanya menawarkan kecepatan, tetapi juga
efisiensi energi yang secara langsung berkontribusi
pada pengurangan biaya operasional pengawasan
hingga 30-40% per tahun.

Konektivitas Wilayah 3T dan Pemberdayaan
Masyarakat

Selain  fungsi pengawasan, WIG craft
berperan strategis dalam meningkatkan konektivitas
wilayah 3T (Terpencil, Terluar, dan Tertinggal)
yang selama ini menjadi bottleneck pembangunan
maritim Indonesia. Waktu tempuh distribusi
logistik dan hasil perikanan yang sebelumnya
memakan waktu lebih dari 24-36 jam dengan kapal
konvensional dapat dipangkas menjadi kurang dari
6 jam menggunakan WIG craft . Percepatan ini
berdampak langsung pada peningkatan efektivitas
cold chain management hasil perikanan, memperluas
akses pasar, dan membuka peluang lapangan kerja
baru bagi masyarakat pesisir.

Penelitian Hasnur &  Yatno  (2025)
menekankan pentingnya memperkuat manajemen
transportasi maritim masa depan melalui cognitive
flexibility dan entrepreneurial mindset, terutama di
kalangan generasi muda maritim. Dalam konteks
ini, adopsi WIG craft tidak hanya sebagai inovasi
teknologi, tetapi juga sebagai katalis perubahan
mindset dalam pengelolaan sumber daya maritim.
Ketika konektivitas meningkat, masyarakat pesisir
memiliki akses lebih baik terhadap informasi pasar,
teknologi penangkapan berkelanjutan, dan pelatihan
vokasional, yang pada gilirannya meningkatkan daya
saing ekonomi lokal.

Dari sisi sosial-ekonomi, implementasi
WIG craft  diproyeksikan dapat meningkatkan
pendapatan nelayan tradisional hingga 25-30%
melalui percepatan distribusi hasil tangkapan ke
pasar utama. Hal ini sejalan dengan prinsip
pemberdayaan masyarakat pesisir yang diadvokasi
oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana
akses terhadap infrastruktur transportasi cepat
menjadi salah satu kunci pengentasan kemiskinan.
Lebih jauh, keberadaan WIG craft  base di
wilayah 3T akan menciptakan multiplier effect
berupa tumbuhnya industri pendukung seperti
maintenance, repair, and overhaul (MRO), logistik,
dan hospitality, yang semuanya menyerap tenaga

kerja lokal.
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Namun, keberhasilan integrasi WIG craft
dalam sistem konektivitas maritim nasional
memerlukan pendekatan polycentric governance
yang melibatkan koordinasi multi-stakeholder.
Van der Plank ez al. (2022) dalam studinya tentang
polycentric governance di Karibia menekankan
pentingnya coordination and capacity building
untuk  memastikan  efektivitas  implementasi
kebijakan ~ maritim inovatif. Dalam konteks
Indonesia, hal ini berarti perlunya sinergi antara
Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan
dan Perikanan, BKI, dan pemerintah daerah untuk
membangun infrastruktur base port, menyediakan
fasilitas maintenance, dan mengembangkan program

pelatihan SDM yang berkelanjutan.

Safety Management Operasi WIG craft

Manajemen keselamatan WIG craft dirancang
dengan pendekatan risk-based safety assessment yang
mengintegrasikan metodologi safety management
systems (SMS) dengan karakteristik unik operasi
ground-effect vehicle. Goerlandt et al. (2022)
dalam landscape review terhadap penelitian SMS
menekankan bahwa implementasi sistem manajemen
keselamatan harus bersifat context-specific dan
adaptive terhadap teknologi baru. Dalam konteks
WIG craft , hal ini berarti perlunya framework
khusus yang berbeda dari safety management kapal
laut konvensional maupun pesawat udara.

Kerangka safety management yang diusulkan
mengadopsi tiga tahapan sequential assessment: (1)
Functional Hazard Assessment (FHA) untuk
mengidentifikasi potensi failure modes pada
sistem propulsi, kontrol, dan navigasi WIG craft
; (2) Preliminary System Safety Assessment
(PSSA) untuk mengevaluasi likelihood dan severity
dari setiap hazard scenario; serta (3) System Safety
Assessment (SSA) untuk memvalidasi efektivitas
risk mitigation measures yang diimplementasikan.
Pendekatan ini sejalan dengan metodologi yang
dikembangkan Shiokari ez al. (2024) dalam
structure model-based hazard identification untuk
autonomous ships, yang menekankan pentingnya
systematic hazard identification di tahap early

design.

Aspek  sertifikasi  keselamatan  menjadi
elemen krusial dalam operasionalisasi WIG craft .
Hasil penelitian mengusulkan penerbitan Wing-in-
Ground Craft Safety Certificate oleh Biro Klasifikasi
Indonesia (BKI) sebagai lembaga klasifikasi yang
telah memiliki kompetensi dalam Rules for
Classification and Construction of WIG craft (BKI,
2006). Sertifikasi ini mencakup inspeksi berkala
terhadap struktur hull, sistem propulsi, perangkat
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navigasi, sistem kontrol otomatis, dan emergency
equipment. Li & Seta (2022) menunjukkan bahwa
classification societies memainkan peran expanding
dalam konservasi lingkungan maritim, tidak hanya
terbatas pada aspek teknis-struktural tetapi juga
compliance terhadap environmental regulations.

Manajemen keselamatan operasional
WIG craft ~ juga harus mempertimbangkan
kompleksitas human-machine interaction. Basnet
et al. (2023) dalam studinya tentang cost-effective
risk control untuk advanced maritime operations
mengintegrasikan STPA-BN-Influence Diagram
untuk mengidentifikasi critical control points
dalam sistem. Temuan mereka menunjukkan bahwa
sebagian besar maritime accidents disebabkan oleh
kombinasi technical failures dan human errors,
bukan semata-mata technical malfunction. Oleh
karena itu, training competency untuk awak WIG
craft harus bersifat hibrida maritim-aeronautika,
mencakup  pengetahuan  tentang  maritime
regulations (COLREGS, SOLAS), aerodynamics
fundamentals, ground-effect phenomena, dan
emergency procedures khusus WIG craft .

Dimensi  keselamatan  operasi  remote-
controlled atau autonomous WIG craft juga perlu
diantisipasi mengingat tren menuju Maritime
Autonomous Surface Ships (MASS). Ahmed
et al. (2024) mengidentifikasi bahwa regulatory
frameworks untuk MASS harus mencakup aspek
liability, cyber-security, dan remote operation
protocols. Dalam konteks WIG craft untuk
pengawasan perikanan, opsi remote surveillance
operation dapat meningkatkan efisiensi sekaligus
mengurangi risiko keselamatan awak di wilayah
berbahaya. Namun, implementasinya memerlukan
robust  communication  infrastructure  dan
layered  cybersecurity =~ measures  sebagaimana
direkomendasikan Sterkersen (2021).

Pendekatan perancangan kapal berbasis
tujuan (goal-based ship design) yang dikemukakan
oleh Kujala et al. (2023) juga relevan untuk
pengembangan Wing-in-Ground (WIG) craft,
khususnya dalam konteks operasi pada kondisi
perairan ekstrem. Meskipun Indonesia tidak
memiliki perairan tertutup es (ice-covered waters),
prinsip perancangan berbasis tujuan (goal-based
design) yang menekankan standar berbasis kinerja
(performance-based ~ standards)  dibandingkan
aturan preskriptif (prescriptive rules) memberikan
fleksibilitas yang lebih besar bagi perancang WIG
craft untuk mengembangkan solusi inovatif.
Pendekatan ini tetap memastikan terpenuhinya
tingkat keselamatan yang dapat diterima (acceptable
level of safety) sesuai dengan tujuan keselamatan
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yang ditetapkan.

Peran Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai
Organisasi yang Diakui (Recognized Organization/
RO) dalam siklus hidup Wing-in-Ground (WIG)
craft mencakup persetujuan desain (plan approval),
pengawasan  konstruksi  (construction  survey),
penyaksian uji laut (sea trial witnessing), inspeksi
berkala (periodic inspections), serta penilaian
kerusakan (damage assessment). Liang ez al. (2024),
dalam tinjauan mengenai manajemen kesehatan
prediktif (prognostics health management) dari

perspektif  lembaga  klasifikasi, menekankan
pentingnya pemeliharaan  prediktif (predictive
maintenance) pada peralatan maritim untuk

mencegah waktu henti tak terjadwal (unscheduled
downtime) dan kegagalan katastropik (catastrophic
failures). Penerapan pemeliharaan berbasis kondisi
(condition-based maintenance/ CBM) dengan
pemantauan sensor waktu nyata (real-time sensor
monitoring) pada sistem kritis WIG craft berpotensi
meningkatkan ketersediaan operasional (availability)
hingga 90-95%, jauh lebih tinggi dibandingkan
pemeliharaan terjadwal konvensional (scheduled
maintenance) yang umumnya hanya mencapai 75—
80%.

Pollution Prevention dan Keberlanjutan

WIG  craft diwajibkan ~ mematuhi
standar MARPOL Annex I-VI yang mencakup
pencegahan pencemaran minyak, noxious liquid
substances, harmful substances in packaged form,
sewage, garbage, dan emisi udara. Alvarez (2021)
menekankan bahwa evolusi dari maritime salvage
hingga IMO 2020 Strategy menunjukkan shifting
paradigm dari reactive pollution response menuju
proactive pollution prevention. Dalam konteks
WIG craft , desain inherent pollution prevention
mencakup  penggunaan  fuel-efficient  engines,
adoption of alternative fuels (LNG, hydrogen, atau
electric propulsion), serta sistem waste management
terintegrasi.

Efisiensi bahan bakar WIG craft menghasilkan
emisi CO, sekitar 0,15-0,20 kg/NM, sekitar 40—
50% lebih rendah dibanding kapal patroli cepat
konvensional yang mencapai 0,30-0,40 kg/NM,
dan jauh lebih rendah dibanding maritime patrol
aircraft yang mencapai 0,80-1,20 kg/NM. Martinez-
Lopez et al. (2024) dalam assessment terhadap
emerging technologies untuk high-speed crafts
decarbonization menemukan bahwa kombinasi
lightweight materials, bybrid propulsion systems, dan
bull optimization dapat menghasilkan pengurangan
emisi hingga 60% dibanding baseline conventional
vessels.
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Operasi WIG craft yang melayang 0,5-5
meter di atas permukaan laut juga meminimalkan
gangguan terhadap ekosistem bawah air, terutama
coral reefs dan seagrass beds yang rentan terhadap
physical disturbance dari propeller wash kapal
konvensional. Sezer et al. (2025) dalam studi
D-S evidence-based FMECA untuk ballast water
system menunjukkan bahwa ship operations dapat
menyebabkan biological invasions melalui discharge
of untreated ballast water. WIG craft , dengan
karakteristik operasinya yang tidak memerlukan
ballast water system, mengeliminasi risiko ini
sepenuhnya, menjadikannya pilihan yang lebih

ramah lingkungan.

Garbage Management Plan (GMP) untuk
WIG craft dirancang berbasis zero-discharge policy,
di mana seluruh waste yang dihasilkan selama operasi
harus disimpan on-board dan didisposisi di port
reception facilities sesuai standar MARPOL Annex
V. Argiiello et al. (2022) dalam studinya tentang
regulation of ships at anchor menekankan bahwa
improper waste disposal dari vessels merupakan
kontributor signifikan terhadap marine pollution.
Oleh karena itu, training waste segregation dan
strict enforcement of GMP menjadi bagian integral
dari operational procedures WIG craft.

Selain  aspek  operasional,  pollution
prevention juga harus mempertimbangkan end-
of-life management WIG craft.. Ruini ez al. (2025)
mengajukan normative and empirical solutions
untuk upcycling dilemma dalam industri maritim,
menekankan pentingnya circular economy principles
dalam ship recycling. WIG craft yang mencapai
akhir operational life harus dibongkar di approved
ship  recycling  facilities dengan memperhatikan
proper handling of hazardous materials seperti
asbestos, heavy metals, dan oily waste, sesuai Hong
Kong International Convention for the Safe and
Environmentally Sound Recycling of Ships.

Kontribusi WIG craft terhadap sustainable
fisheries tidak hanya terbatas pada aspek
enforcement terhadap IUU fishing, tetapi juga
pada pengurangan carbon footprint dari fisheries
surveillance operations. Xu ez al. (2025) dalam
multi-criteria feature selection untuk maritime
emission abatement alternatives menunjukkan bahwa
optimalisasi vessel selection berbasis environmental
performance dapat menghasilkan  substantial
reductions dalam greenhouse gas emissions tanpa
mengorbankan operational effectiveness. Dalam
konteks ini, substitusi sebagian armada patrol vessels
konvensional dengan WIG craft dapat berkontribusi
terhadap pencapaian NDC (Nationally Determined
Contribution) Indonesia dalam Paris Agreement.
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Gap Regulasi dan Rancangan Kebijakan

Analisis regulasi menunjukkan
adanya lacuna regulasi yang signifikan terkait
operasionalisasi WIG craft di Indonesia. Meskipun
IMO telah menerbitkan MSC.1/Circ.1592 (2018)
sebagai Interim Guidelines for WIG craft , dan
BKI telah menyusun Rules for Classification and
Construction of WIG craft sejak 2006, namun
belum ada pengaturan khusus dalam UU No. 17
Tahun 2008 tentang Pelayaran maupun peraturan
turunannya yang secara eksplisit mengatur status
hukum, persyaratan teknis, dan prosedur operasional
WIG craft .

Gap regulasi yang teridentifikasi meliputi: (1)
Ambiguitas status hukum WIG craft  apakah
dikategorikan  sebagai kapal (ship), pesawat
(aircraft), atau kategori hybrid tersendiri; (2)
Ketiadaan sertifikasi requirements yang jelas untuk
construction, operation, dan crew competency; (3)
Belum jelasnya kewenangan pengawasan, apakah
di bawah Ditjen Perhubungan Laut atau Ditjen
Perhubungan Udara; (4) Absennya operational
procedures untuk navigation, collision avoidance,
dan emergency response khusus WIG craft ;
serta (5) Ketiadaan insurance framework yang
mengakomodasi unique risk profile WIG craft .

Ahmed ez al. (2024) dalam studi tentang
regulatory and legal frameworks untuk Maritime
Autonomous Surface Ships menekankan pentingnya
early regulatory development untuk mencegah
technology-regulation gap yang dapat menghambat
adoption. Mereka merekomendasikan pendekatan
adaptive regulation yang memungkinkan iterative
refinement berbasis operational experience. Dalam
konteks WIG craft , hal ini berarti regulasi awal
dapat bersifat interim/pilot-scheme-based, dengan
mekanisme periodic review dan update berbasis
lessons learned dari operational trials.

Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang
diusulkan dirancang sebagai lex specialis yang
mengharmonisasikan standar internasional (IMO
Guidelines) dengan kebutuhan dan konteks nasional
Indonesia. RPM ini disusun berdasarkan prinsip-
prinsip: (1) Risk-based regulation fokus pada
outcomes (safety & environmental performance)
ketimbang prescriptive requirements; (2) Technology
neutrality, tidak membatasi inovasi desain
sepanjang memenuhi performance standards; (3)
Proportionality, regulatory burden sesuai dengan
risk level operasi; (4) Clarity and certainty,
menghilangkan ambiguitas untuk memberikan
legal certainty bagi investors dan operators; serta (5)
Stakeholder inclusiveness melibatkan industry,
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academia, dan civil society dalam regulatory
development process.

Cairney (2021) dalam analisisnya tentang
politics of policy design menekankan bahwa
effective  policy requires not only technical

soundness but also political feasibility and
stakeholder buy-in. Oleh karena itu, proses
penyusunan ~ RPM  melibatkan  extensive

consultations dengan stakeholders kunci melalui
serial Focus Group Discussions, expert hearings,
dan public consultations untuk memastikan bahwa
regulasi yang dihasilkan tidak hanya sound secara
teknis tetapi juga implementable dan acceptable
secara politis dan sosial.

Struktur RPM yang diusulkan mencakup:
BAB I: Ketentuan Umum — definisi, ruang lingkup,
prinsip-prinsip dasar;

BAB II: Persyaratan Teknis Konstruksi, standar
material, struktur, sistem propulsi, stability,
seaworthiness;

BAB III: Sertifikasi dan Inspeksi , prosedur plan
approval, trials,
statutory certificates;

BAB IV: Keselamatan Operasional, ISM Code
compliance,  navigation collision
avoidance, weather limitations;

BAB V: Pollution Prevention, MARPOL compliance,
emission standards, waste management;

construction Survey, sea

rules,

BAB VI: Crew Competency, training standards,
certification requirements, medical fitness;

BAB VII: Pengawasan dan Enforcement — port state
control, flag state responsibilities, sanctions;

BAB VIII: Kelembagaan , pembagian kewenangan
Kemenhub-KKP-BKI-TNI AL dalam
pengawasan operasi WIG craft.

Aspek kelembagaan sangat krusial mengingat
kompleksitas stakeholder landscape dalam operasi
WIG craft untuk fisheries surveillance. Olaniyi ez al.
(2024) dalam studinya tentang smart regulations in
maritime governance menekankan pentingnya clear
delineation of authority dan effective inter-agency
coordination untuk menghindari regulatory overlaps
dan enforcement gaps. Dalam konteks Indonesia,
koordinasi antara Kementerian = Perhubungan
(aspek transportasi dan keselamatan), Kementerian
Kelautan dan Perikanan (aspek fisheries surveillance),
dan TNI Angkatan Laut (aspek kedaulatan
maritim) harus diatur secara eksplisit dalam RPM
untuk memastikan operational efliciency dan avoid
jurisdictional conflicts.

111



Kebijakan Implementasi Wing-In-Ground Craft Untuk Pengawasan Perikanan Berkelanjutan di Wilayah Terpencil Indonesia | Riyanto. B, ez al

Vol. 16, No. 1, Juni 2026, pp. 105-118
EE

Harmonisasi dengan international
conventions juga menjadi pertimbangan penting.
Meskipun WIG craft bukan ship dalam pengertian
konvensional SOLAS, namun prinsip-prinsip
SOLAS terkait safety of life at sea tetap relevan dan
harus diadopsi mutatis mutandis. Joseph & Dalaklis
(2021) menunjukkan bahwa SOLAS Convention
sejak adopsi tahun 1974 telah berevolusi menjadi
comprehensive framework yang mengintegrasikan
berbagai risk mitigation measures. WIG craft
regulation harus mengadopsi SOLAS principles
seperti  subdivision and stability, life-saving
appliances, radio communications, dan safety
navigation, dengan adaptasi sesuai karakteristik
operasi WIG craft.

Implikasi Sosial-Ekonomi

Implementasi WIG craft untuk pengawasan
perikanan  memiliki multiplier effects yang
melampaui aspek law enforcement semata. Dari
perspektif sosial-ekonomi, kehadiran WIG craft
diproyeksikan dapat: (1) Menekan praktik illegal
fishing hingga 40-50% melalui peningkatan
surveillance ~ coverage dan  rapid  response
capability; (2) Meningkatkan pemulihan stok
ikan di wilayah yang sebelumnya over-exploited; (3)
Menaikkan pendapatan nelayan hingga 25-30%
melalui percepatan distribusi dan akses pasar yang
lebih baik; serta (4) Menciptakan lapangan kerja
baru di sektor maintenance, operasi, dan supporting
industries.

Riyadi & Erliyani (2025) dalam studi tentang
penguatan maritime safety governance Indonesia
menekankan pentingnya insight from ship accident
trends untuk merancang effective regulatory
oversight. Data menunjukkan bahwa mayoritas
accidents di wilayah 3T disebabkan oleh delayed
emergency response akibat keterbatasan speed dan
range kapal patroli. WIG craft , dengan response
time 5-7 kali lebih cepat, dapat mengurangi response
delay secara dramatik, sehingga meningkatkan
survival rate dalam search and rescue operations
sekaligus strengthening maritime safety culture.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat
pesisir melalui WIG craft terjadi melalui beberapa
mekanisme: (1) Market access improvement —
dengan cold chain yang lebih efektif, hasil tangkapan
nelayan dapat mencapai pasar premium dengan
freshness terjaga, sehingga meningkatkan harga jual
hingga 35-40%; (2) Input logistics efficiency —
pengiriman bahan bakar, es balok, dan fishing
gears ke wilayah terpencil menjadi lebih cepat
dan murah; (3) Knowledge transfer — mobilitas
yang lebih tinggi memfasilitasi penyuluhan teknik
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penangkapan berkelanjutan dan regulasi perikanan
kepada nelayan di wilayah terpencil; serta (4)
Tourism potential — WIG craft dapat difungsikan
ganda sebagai fast transportation untuk eco-tourism,
membuka revenue stream baru bagi masyarakat
pesisir.

Shih (2024) dalam studinya tentang ocean
governance in practice di Taiwan menunjukkan
bahwa application of marine science and technology
research techniques to maritime law enforcement
secara signifikan meningkatkan effectiveness of
enforcement sekaligus public acceptance. Dalam
konteks Indonesia, transparansi data surveillance
dari WIG craft  operations (misalnya melalui
publication of patrol routes dan enforcement
statistics) dapat meningkatkan public trust dan
compliance voluntary dari fishing communities.

Dimensi keadilan sosial (social equity) juga
perlu dipertimbangkan. Osmundsen et al. (2022)
dalam  studinya tentang aquaculture policy
menekankan pentingnya designing licenses for
environmental regulation yang tidak hanya efektif
tetapi juga equitable. Dalam konteks fisheries
surveillance, kebijakan WIG craft harus memastikan
bahwa enforcement tidak diskriminatif terhadap
small-scale fishers, sambil tetap tegas terhadap
industrial-scale illegal fishing. Hal ini dapat dicapai
melalui differentiated enforcement approaches yang
mempertimbangkan scale of operations, repeat
offender status, dan ecological impact severity.

Lebih jauh, keterlibatan masyarakat pesisir
dalam operasi WIG craft melalui community-
based surveillance programs dapat meningkatkan
legitimacy dan effectiveness. Van der Plank ez al.
(2022) menunjukkan bahwa polycentric governance
dengan melibatkan local dalam
decision-making dan monitoring menghasilkan
better compliance dan sustainable outcomes. Model
ini dapat diadaptasi melalui pembentukan “WIG
craft  Fisheries Observers” yang direkrut dari
masyarakat pesisir lokal, sehingga mereka tidak
hanya sebagai objek enforcement tetapi juga aktor
aktif dalam sustainable fisheries governance.

communities

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Wing-
in-Ground (WIG) craft merupakan inovasi
teknologi yang memiliki potensi transformatif dalam
menjawab keterbatasan sistem pengawasan perikanan
dan konektivitas wilayah kepulauan Indonesia.
Keunggulan WIG craft  dalam hal kecepatan
operasional, jangkauan patroli, dan efisiensi energi
memungkinkan peningkatan signifikan terhadap
surveillance coverage dan response time, sehingga
mampu menggantikan peran beberapa kapal patroli
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konvensional secara simultan. Dalam konteks
wilayah Terpencil, Terluar, dan Tertinggal (3T),
WIG craft tidak hanya berfungsi sebagai instrumen
penegakan hukum terhadap praktik ITUU fishing,
tetapi juga sebagai pengungkit konektivitas maritim
yang berdampak langsung pada efisiensi distribusi
hasil perikanan dan penguatan ekonomi masyarakat
pesisir.

Namundemikian, efektivitasdankeberlanjutan
implementasi WIG craft sangat ditentukan oleh
keberadaan kerangka kebijakan dan regulasi yang
komprehensif, adaptif, dan berbasis risiko. Integrasi
safety management dan pollution prevention dalam
rancangan kebijakan menjadi prasyarat fundamental
untuk menjamin keselamatan operasional, kepastian
hukum, serta perlindungan lingkungan laut.
Dengan pendekatan regulasi sebagai lex specialis
yang mengharmonisasikan standar internasional
IMO dengan konteks nasional, implementasi
WIG craft berpotensi menjadi instrumen strategis
negara dalam memperkuat kedaulatan maritim,
meningkatkan efektivitas pengawasan perikanan,
serta mendorong pembangunan maritim yang
inklusif dan berkelanjutan.

IMPLIKASI KEBIJAKAN-

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah
perlu mengambil langkah strategis dan terukur
melalui penyusunan serta implementasi kebijakan
nasional yang komprehensif terkait Wing-in-
Ground (WIG) craft. Prioritas utama adalah
finalisasi dan pengesahan Rancangan Peraturan
Menteri (RPM) tentang WIG craft sebagai lex
specialis yang mengatur secara spesifik status
hukum, standar keselamatan, dan perlindungan
lingkungan WIG craft . Proses finalisasi RPM
harus dilakukan melalui harmonisasi lintas sektor,
khususnya antara Kementerian Perhubungan sebagai

otoritas keselamatan transportasi, Kementerian
Kelautan dan  Perikanan sebagai pengguna
operasional pengawasan perikanan, serta Biro

Klasifikasi Indonesia sebagai lembaga klasifikasi
dan sertifikasi teknis. Harmonisasi ini penting
untuk mencegah tumpang tindih kewenangan,
memperkuat kepastian hukum, dan memastikan
keselarasan dengan pedoman internasional IMO.

Selanjutnya, implementasi kebijakan perlu
diawali dengan pelaksanaan pilot project operasional
WIG craft di wilayah strategis dan berisiko tinggi
terhadap praktik IUU fishing, seperti Natuna atau
Merauke. Proyek percontohan ini berfungsi sebagai
proof of concept untuk menguji efektivitas WIG
craft  dalam pengawasan perikanan udara—laut
terpadu, mengevaluasi kinerja keselamatan dan
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kepatuhan lingkungan, serta mengukur dampak
ekonomi tidak langsung terhadap konektivitas
wilayah dan distribusi hasil perikanan. Hasil
pilot project diharapkan menjadi dasar empiris
bagi penyempurnaan RPM, penyusunan standar
operasional prosedur (SOP), dan skema pembiayaan
jangka menengah. Selain aspek regulasi dan uji
operasional, pengembangan infrastruktur dan
sumber daya manusia (SDM) menjadi prasyarat
keberhasilan implementasi WIG craft  secara
berkelanjutan. Pemerintah perlu berinvestasi pada
penyediaan base port dan fasilitas pendukung yang
memadai di wilayah Terpencil, Terluar, dan Tertinggal
(3T), termasuk fasilitas pemeliharaan, pengisian
bahan bakar, dan sistem logistik pendukung. Di
sisi SDM, diperlukan pembentukan pusat pelatihan
nasional atau skema pelatihan tersertifi kasi untuk
mencetak operator, teknisi, dan pengawas WIG
craft  yang kompeten, dengan kurikulum yang
mengintegrasikan aspek keselamatan, manajemen
risiko, dan pencegahan pencemaran. Pendekatan ini
akan memperkuat kapasitas institusional nasional
sekaligus mendukung keberlanjutan operasional
WIG craft sebagai instrumen pengawasan perikanan
yang efektif dan efisien.
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